KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

KEPUTUSAN SEKRETARIS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 46 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
(SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASANGKAYU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU,

Menimbang

Mengingat

: a. bahwa dalam rangka penggunaan aplikasi Sistem

Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada
Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pasangkayu, perlu menetapkan User Pejabat, Operator
dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi
Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI);

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasangkayu tentang Penetapan User
Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna
Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
(SAKTI) pada Satuan kerja Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasangkayu.

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023
tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6267);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533}
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023
tentang  Perencanaan = Anggaran, Pelaksanaan
Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
472} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
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11.

12.

13.

14.

Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62

Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran,

Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2024 Nomor 1082);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem

SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 1063);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025

tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor

347);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota  sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 826);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun
2025 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran
Belanja Negara Serta Akuntansi Pelaporan Keuangan di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG PENETAPAN USER
PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN
TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU.

KESATU 2 Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan
Peran User Pada Aplikasi Sakti sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :  Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan
kewenangannya  harus memperhatikan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

KETIGA g Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan
ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Tahun 2026.

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten
Pasangkayu Nomor 6 Tahun 2026 tentang Penetapan User
Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi
Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada
Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pasangkayu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasangkayu
Pada tanggal 2 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

Salinan sesuai dengan aslinya KABUPATEN PASANGKAYU,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASANGKAYU ttd

BAHRUM
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN  SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PASANGKAYU NOMOR 46 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT,
OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)

PADA SATUAN KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASANGKAYU
PENGGUNA (USER) APLIKASI SAKTI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU
Nama/NIP/Pangkat/ Jabatan
No Golongan Doran Perbendaharaan
659381 _KPA
BAHRUM =
1 659381 SATKER_APPROVER_ASET KPA
NIP: 19870419 201012 1 002 659381 SATKER_APPROVER PERSEDIAAN
KIRAMAN
2 | NIP: 19860829 201012 1 001 | ©°9381 SATKER PPK i
3 | HAMKA gt —
NIy IR790aLT 200912 1 g 659381 SATKER VALIDATOR ASET
659381 SATKER BENDAHARA_PENGELUARAN
4 L?Eé?g[ejssa 182‘“()?;]0(}25?21‘111{004 659381 SATKER OPERATOR PEMBAYARAN PB:“df‘li‘ara
: 659381 SATKER OPERATOR KOMITMEN ngetatan
< | JAYA KURNIADI B 659381 _SATKER_OPERATOR_ASET Pengelola
NIP : 19920525 202421 1 025 | 659381 SATKER OPERATOR_PERSEDIAAN Keuangan
o | CITRA ARDIANA 659381 SATKER OPERATOR ANGGARAN Pengelola
NIP : 19970824 202521 2 015 | 659381 SATKER OPERATOR PELAPORAN Keuangan

Ditetapkan di Pasangkayu
Pada tanggal 2 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASANGKAYU,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

ttd.

BAHRUM
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_6-
LAMPIRAN

KEPUTUSAN  SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PASANGKAYU NOMOR 46 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT,
OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)

PADA SATUAN KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASANGKAYU
PENGGUNA (USER) APLIKASI SAKTI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU
Nama/NIP/Pangkat/ Jabatan
No Golongan Pesis Perbendaharaan
659381 _KPA
BAHRUM -
1 _ 659381 _SATKER_APPROVER_ASET KPA
NIP: 19870419 201012 1002 | /=010, SATKER_APPROVER _PERSEDIAAN
KIRAMAN
2 | NIP: 19860829 201012 1 001 | ©°9381-_SATKER PPK 5
3 | HAMKA kg ol —
NIP : 19770517 200912 1 002 | 55481 SATKER VALIDATOR ASET
659381 SATKER BENDAHARA PENGELUARAN
4 ﬁg‘f\?ggsﬁ IS:OI?YESO(; (’;"‘1’\21‘11}{0 04 | 659381 SATKER OPERATOR PEMBAYARAN Pzi“gﬁ]har -
: 659381 SATKER_OPERATOR_KOMITMEN geluaran
5 | JAYA KURNIADI B 659381_SATKER_OPERATOR_ASET Pengelola
NIP : 19920525 202421 1 025 | 659381 SATKER OPERATOR_PERSEDIAAN Keuangan
CITRA ARDIANA Pengelola
6 | wip : 10070824 203521 2015 | Pooo0L SATKER OPERATOR PELAPORAN Keuangan
SINARTI
7 | NIP: 19950511 202506 2 007 | 659381 SATKER _OPERATOR ANGGARAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM ttd.
KABUPATEN PASANGKAYU

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu

Ditetapkan di Pasangkayu
Pada tanggal 2 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASANGKAYU,

BAHRUM
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